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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Kebijakan publik dapat dirasakan keberadaannya jika sudah 

diimplementasikan atau diterapkan kepada masyarakat. Tahap implementasi 

merupakan penghubung antara formulasi kebijakan dengan hasil kebijakan 

(outcome). Pelaksanaan kebijakan publik ini memiliki proses yang sangat 

panjang sebelum dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.  

Dalam proses implementasi kebijakan publik terdapat pelaku-pelaku yang 

berperan penting, dari peran pelaku tersebutlah nasib pengimplementasian 

kebijakan publik berada, apakah kebijakan itu berhasil atau gagal di 

implementasikan. Namun peran serta masyarakat (Citizen Participation) juga 

menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan, masyarakat harus 

menjadi pelaku yang baik dalam implementasi kebijakan.  

Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar adalah unit organisasi di bawah 

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam 

meningkatkan pelayanan lalu lintas kapal mewajibkan alat Sistem Identifikasi 

Otomatis yang secara umum disebut AIS, yaitu sistem pemancaran radio dengan 

frekwensi yang sangat tinggi berguna untuk menerima informasi secara otomatis 

ke kapal lain, stasiun radio pantai dan layanan lalu lintas kapal. 

AIS merupakan peralatan navigasi yang penting dalam perkembangan 

teknologi keselamatan pelayaran setelah dikenalkannya sistem radar. Dengan 
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menerapkan sistem AIS akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan 

mengurangi bahaya dalam bernavigasi. Perangkat AIS merupakan salah satu 

solusi bagi setiap unit pelaksana teknis khususnya Distrik Navigasi Tipe A Kelas I 

Makassar untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang keselamatan 

pelayaran sebagai usaha dalam mengembangkan teknologi yang sangat 

berguna bagi masyarakat. 

Adapun jenis-jenis AIS dikelompokkan menjadi AIS kelas A, yaitu wajib 

dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia yang memenuhi 

persyaratan konvensi keselamatan jiwa di laut. AIS kelas B dipasang dan 

diaktifkan pada kapal yang berbendera Indonesia yang meliputi kapal 

penumpang dan kapal barang konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35. 

Kapal yang berlayar antar lintas negara atau kapal tangkap ikan dengan ukuran 

paling rendah 60 GT (Permenhub No. 18 Tahun 2022). 

Gambar 1 

Jenis-Jenis AIS 

AIS Kelas A AIS Kelas B 
  

 
 
 

    Sumber data sekunder pernika.com 

Gross Tonage (GT) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya 

volume kapal untuk menampung semua ruangan yang terletak di atas geladak 
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ditambah dengan isi beserta semua ruangan yang terletak di atas kapal. Adapun 

prinsip kerja AIS dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2 

Prinsip Kerja AIS 

 

Sumber data sekunder pernika.com 

Dari gambar tersebut diatas peneliti menjelaskan bahwa Kapal-kapal yang 

dilengkapi dengan perangkat AIS dapat memancarkan dan menerima berbagai 

informasi data tentang kapal-kapal yang dilepas secara otomatis, baik berupa 

tampilan pada layar radar, maupun peta elektronik. Selain mengirim dan 

menerima informasi data, kapal yang dilengkapi dengan AIS juga dapat 

diverifikasi dan melacak gerakan kapal lain yang juga dilengkapi dengan 

AIS. Informasi data dari kapal tersebut juga dapat diterima oleh stasion 

pangkalan di darat, misalnya stasion VTS/ layanan lalu lintas kapal.  

Setiap kapal yang berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di 

perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS, kewajiban tersebut 
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diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang 

pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang 

berlayar di wilayah perairan Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2019 tentang pemasangan 

dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang berlayar di perairan 

Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 

Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang melakukan 

kegiatan di wilayah perairan Indonesia. 

Kapal yang wajib memasang AIS adalah semua kapal yang berlayar di 

wilayah perairan Indonesia dan memiliki standar pemasangan AIS baik kapal 

Indonesia maupun kapal asing. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan 

keselamatan serta keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia.  

Pada Akhir tahun 2021 Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 

mencatat sepertiga atau 31 persen dari kecelakaan kapal sepanjang 2018 

sampai 2020 terjadi pada kapal penangkap ikan. Menurut KNKT, kebanyakan 

dari kecelakaan ini hampir menimbulkan korban tewas. KNKT menyebut ada 

sekitar 100 orang per tahun yang meninggal dalam kecelakaan kapal penangkap 

ikan. Secara akumulasi, jumlahnya mencapai 342 korban meninggal dan hilang 

dari 2018 sampai 2020. Tentunya hal ini harus segera dibenahi mengingat 
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banyaknya jumlah kecelakaan dan korban jiwa. Kapal-kapal kecil dari tahun 

ketahun kecelakaannya tidak berkurang, bahkan bertambah banyak.  

KNKT mempertanyakan bagaimana kapal kecil yang mempunyai ukuran 

Gross Tonnage (GT) mampu dan dapat berlayar pada kondisi cuaca yang buruk. 

Dari hasil temuan KNKT di lapangan menujukkan bahwa peralatan diatas kapal 

seperti sistem pemantauan kapal belum optimal dilaksanakan dan standarisasi 

terkait radio (peralatan navigasi) di atas kapal belum ada. Disamping itu citra 

radar tidak menunjukkan objek yang cukup jelas pada kapal-kapal kayu 

berukuran kecil tanpa AIS, sehingga harus memastikan dengan penglihatan 

visual. 

Terdapat contoh kasus yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 

14.30 Wita sebuah kapal nelayan dikabarkan mengalami kecelakaan dengan 

kapal kargo di perairan laut Tanakeke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

Akibat kecelakaan itu sebuah kapal nelayan rusak parah. Bahkan kapal nelayan 

itu tenggelam usai ditabrak oleh kapal kargo. Awalnya mesin kapal nelayan asal 

Kecamatan Galesong Utara ini mendadak mati sehingga ditarik oleh dua buah 

kapal dari arah Pulau Sumanga  Patalang  Kabupaten  Pangkep,  Sulawesi 

Selatan menuju Ke Galesong Utara, Takalar hanya saja dalam  perjalanan 

sekitar 13 mil dari Kepulauan Tanakeke, Takalar, Kapal Cahaya Bintang yang 

sementara ditarik oleh dua kapal, tiba-tiba ditabrak oleh kapal kargo. Sebelum 

kapal yang ditarik itu ditabrak, kapal nelayan tersebut sempat memberikan 

isyarat dengan memanggil menggunakan pesawat radio, tetapi tidak ada respon. 

https://makassar.tribunnews.com/tag/takalar
https://makassar.tribunnews.com/tag/takalar
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Terdapat 15 ABK  di kapal  nelayan  tersebut mereka   dikabarkan  berada di 

atas  kapal kargo dan dinyatakan selamat. 

Dari kejadian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kemungkinan 

kapal yang besar memiliki alat AIS tetapi tidak menyalakan sehingga tidak dapat 

mendeteksi kapal yang berada di sekitarnya, sementara kapal yang kecil tidak 

memiliki AIS hanya memiliki alat radio keselamatan pelayaran berupa alat 

telekomunikasi pelayaran/SSB, sementara dua kapal yang menarik kapal 

Cahaya Bintang juga tidak memiliki AIS. Dan seandainya kapal kargo 

menyalakan AIS dan dua kapal lainnya juga memiliki AIS setidaknya akan 

terhindar dari bahaya tabrakan. 

Berdasarkan insiden kecelakaan kapal diatas maka peneliti melakukan 

pengambilan data insiden kecelakaan kapal dari tahun ke tahun yang dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini. 

Grafik 1 

Jumlah Kecelakaan Kapal Tahun 2018 s.d Tahun 2021 

 

 

Melalui grafik kecelakaan diatas terdapat peningkatan yang signifikan dari 

tahun ke tahun, menimbang kemanfaatan peraturan kewajiban memasang AIS, 

https://makassar.tribunnews.com/tag/abk
https://makassar.tribunnews.com/tag/nelayan
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untuk meminimalisir angka kecelakaan kapal di wilayah perairan indonesia 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Tipe A Kelas I 

Makassar tak henti-hentinya melaksanakan sosialisasi dengan mengundang 

peserta dari seluruh Instansi, Lembaga, Stakeholder, Perusahaan pelayaran dan 

Asosiasi Nelayan di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar dan 

sekitarnya  dan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2022 

sekiranya instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi dalam penerapan 

dan mengoptimalkan AIS.  

 Dalam kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat  pemilik kapal kecil  

yang memenuhi standar pemasangan AIS kelas B perlu menyadari bahwa 

pemanfaatan alat ini akan membantu pemerintah dalam hal ini Distrik Navigasi 

Kelas I Makassar dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dan 

juga aktivitas kapal-kapal kecil dapat termonitor oleh kapal-kapal besar dan pada 

pelayanan lalu lintas kapal/VTS  yang ada di darat diharapkan juga kebijakan 

tersebut terlaksana secara optimal bagi kapal di Pelabuhan Paotere. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 

merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin keselamatan transportasi 

dalam bidang pelayaran. Oleh karena itu diharapkan kepada  pemilik kapal-kapal 

kecil yang memenuhi standar pengaktifan perangkat AIS kelas B mampu 

melaksanakan penyelenggaraan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya saja kendala utama 

dalam penyediaan perangkat AIS adalah masalah biaya menjadikan keengganan 
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untuk melaksanakan peraturan tersebut karena di toko jual beli online dapat 

dilihat bahwa untuk AIS kelas B saja dibanderol dari harga 10 juta sampai 

dengan 12 jutaan meskipun demikian masyarakat nelayan tidak bisa membeli 

alat tersebut. Adapun alternatif yang diberikan adalah masyarakat dapat 

bekerjasama pada pihak swasta ataupun koperasi. 

 Masalah lainnya adalah sebagian besar masyarakat nelayan tidak 

mengetahui perangkat AIS disebabkan kurangnya informasi dan ketidak ikut 

sertaan dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah khususnya 

Distrik Navigasi Kelas I Makassar sebagai pemilik layanan.  

  Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan pemasangan AIS masih 

banyak kapal kecil yang telah memiliki standar pemasangan AIS Kelas B tidak 

menjalankan Peraturan tersebut dan dapat kita ketahui bersama bahwa tingginya 

resiko tubrukan pada malam hari, kapal kecil tidak memasang AIS, dan awak 

kapal besar tidak sadar adanya resiko tubrukan. Kapal besar sulit untuk melihat 

kapal nelayan di malam hari karena pencahayaan yang minim. Kemudian kasus-

kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan banyak melibatkan kapal-kapal kecil 

yang tidak termonitor. Sebagai contoh pembuangan limbah kapal, sangat banyak 

kapal-kapal kecil yang membuang sampah di perairan Indonesia. Kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah tidak selalu berhasil terapkan dengan baik faktanya 

berbagai kondisi ideal yang tercantum di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 

18 tahun 2022 tentang kewajiban memasang AIS tidak terlaksana oleh 

masyarakat pemilik kapal kecil yang sudah memiliki standar pemasangan AIS  
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kelas B karena tidak selarasnya antara visi dan misi pemerintah pusat dengan 

masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dalam penelitian ini akan 

berupaya mengkaji bagaimana efektivitas kebijakan publik melalui peraturan 

Menteri Perhubungan No 18 tahun 2022 khususnya mengenai sistem identifikasi 

otomatis bagi kapal yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia 

untuk itu penulis mengambil lokus penelitian di Pelabuhan Paotere yang 

merupakan wilayah kerja dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Makassar maka 

peneliti merasa tertarik untuk menetapkan penelitian ini dengan  judul 

“Efektivitas Kebijakan Pemanfaatan Perangkat Sistem Identifikasi Otomatis 

Pada Kapal Kecil di Pelabuhan Paotere”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini difokuskan pada bagaimana efektivitas kebijakan pemanfaatan 

perangkat AIS pada kapal kecil di Pelabuhan Paotere? 

 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan 

pemanfaatan perangkat AIS pada kapal kecil di Pelabuhan Paotere. 

 



10 
 

D. Manfaat  

1. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam 

permasalahan kebijakan pemanfaatan perangkat AIS Kelas B sehingga 

dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan yang telah diberlakukan. 

2. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

disiplin ilmu Administrasi Pembangunan Negara khususnya tentang 

pelaksanaan pemanfaatan perangkat AIS dan memberikan informasi 

Kebijakan publik tentang keselamatan pelayaran. Selanjutnya hasil 

penelitian ini secara administrasi dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi data bagi peneliti/penulis lain yang tertarik meneliti terkait 

efektivitas kebijakan pemanfaatan perangkat AIS. 

  

 

 

 

 

 

 


